BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR }0 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN ATAU KERINGANAN
RETRIBUSI DAERAH BAGI PEDAGANG PASAR INDUK NANGA BULIK
DAN PASAR RAKYAT NANGA BULIK 1 (SATU)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

. Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat dan
perbaikan iklim dunia usaha akibat pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19), Pemerintah Daerah Kabupaten
Lamandau memberikan pengurangan atau Kkeringanan
terhadap nilai Surat Ketetapan Retribusi Daerah [SKRD)
bagi pedagang Pasar Induk Nanga Bulik dan Pasar Rakyat
Nanga Bulik 1;

b. bahwa kebijakan pengurangan atau keringanan nilai surat
ketetapan retribusi daerah (SKRD) sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, diberikan selama 6 (enam) bulan terhitung
mulai bulan juni sampai dengan bulan november tahun
2021 wuntuk membantu pedagang dalam memenuhi
kewajiban pembayaran retribusi daerah;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah
Kabupaten Lamandau Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pelayan Dasar, Bupati dapat memberikan
’ pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Pengurangan atau
Keringanan Retribusi Daerah Bagi Pedagang Pasar Induk
Nanga Bulik dan Pasar Rakyat Nanga Bulik 1 (Satu);

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung
Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); )
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(3) Dinas menyampaikan laporan hasil monitoring dan
evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Bupati setiap 1 (satu) bulan sekali.
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KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.
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SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 1%%




